
WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat
dan bersih dari sampah dan pengelolaan pertamanan
kota, perlu dilakukan penanganan sampah dan
pertamanan secara efektif dan efisien;
bahwa Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan belum
mengatur pengelolaan pertamanan, sehingga perlu
diganti;
bahwa berdasarkan pertimbahgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas
Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);i
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);\>^
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7.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
:     Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244^ Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3586);,

9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
I  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
'  Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2007
tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan
Perkotaan;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

12.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor  5 Tahun
2008  tentang  Urusan  Pemerintahan Daerah Kota
Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2008 Nomor 5);

13.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor  6 Tahun
2008 tentang  Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat  Daerah  di Lingkungan Pemerintah Kota
Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Singkawang Nomor 14);

14.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor   9, Tambahan

:  Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45);
.'\r-'•.'t'" •

"•••.•''}'''
UMEMUTUSKAN:f/

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ^PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN KOTA
SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Singkawang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin

Menetapkan



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3.Walikota adalah Walikota Singkawang^.  V

4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

5.Dinas  adalah Dinas  Kebersihan dan Perumahan Kota
Singkawang.

6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Perumahan
Kota Singkawang.*

7.Unit  Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan yang
selanjutnya disebut UPT Kebersihan dan Pertamanan adalah
unsur  pelaksana  operasional  Dinas   Kebersihan  dan
Perumahan Kota Singkawang.

8.Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya
disebut  Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebersihan dan
Pertamanan Kota Singkawang.

9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat.

10.Kebersihan adalah suatu bidang pengelolaan pembersihan
jalan,  pasar,   pemukiman  dan pengangkutan  sampah,
pengelolaan  dan  pemeliharaan  Tempat    Pembuangan
Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sarana
penunjang lainnya.r

11.Pengelolaan  sampah adalah  kegiatan yang  sistematis,
menyeluruh,  dan  berkesinambungan  yang   meliputi
pengurangan dan penanganan sampah:

12.Tempat  penampungan sementara adalah tempat  sebelum

sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

13.Tempat   pengolahan  sampah  terpadu  adalah  tempat
dilaksanakannya   kegiatan   pengumpulan,   pemilahan,
penggunaan  ulang,  pendauran ulang,  pengolahan, dan

pemrosesan akhir sampah.

14.Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman
bagi manusia dan lingkungan.

15.Pertamanan adalah penyiapan, penanaman, pengembangan,
pemeliharaan lahan pertamanan.

16.Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah
yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun
dalam bentuk area memanjang/jalur  di  mana  dalam
penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya
tanpa bangunan.,

17.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya 'lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah

maupun yang sengaja ditanam.tvh



18.Ruang Terhuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu
kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman
guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi
dan estetika.

19.Ruang terbuka hijau puhlik merupakan ruang terbuka hijau
yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat secara antara lain
adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau
sepanjang jalan, sungai, dan pantai dan yang termasuk ruang

terbuka hijau privat antara lain adal^h kehun atau halanian
rumah/gedung milik masyarakat/ swasta  yang  ditanami
tumbuhan.

20.^^batan struktural adalah keduduk'an yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah.

21.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi  yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal2
Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan
Perumahan Kota Singkawang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

'Pasal3  -ir!

(1)UPT Kebersihan dan Pertamanan adalah Unit Pelaksana Teknis
dibawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan
d^b Perumahan.*r

(2)UPT Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebersihan dan Kepala
Bidang Pertamanan dan secara operasional dikoordinasikan
dengan Camat.. •  ,

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal4
UPT Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang
kebersihan lingkungan dan pengelolaan pertamanan di lingkungan

Kota.



i

(1)Susunan Qrganisasi UPT Kebersihan dan Pertamanan terdiri

dari :
a.Kepala UPT;
b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Pungsional.

(2)Struktur   Organisasi  UPT  Kebersihan  dan  Pertamanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

hagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3)Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas..

BagianKetiga v

Fungsi
-. • !PasaI5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4

ayat (1) UPT Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pada UPT Kebersihan dan Pertamanan;

b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT Kebersihan dan
Pertamanan dengan unit kerja terkait;

c.pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA,
pembersihan got dan parit, pengangkutan sampah dari kegiatan
penebasan kawasan taman, penebangan dan pemangkasan

pohon;

d.pelaksanaan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (kawasan
taman-taman kota dan ruang terbuka hijau jalan) meliputi

pemangkasan, pendangiran, penyiangan, penyiraman tanaman
hias dan semak/perdu, serta pemangkasan dan penebangan
pohon pelindung yang tidak produktif (sakit/mati);

e.pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi   pelaksanaan

kebersihan dan pemeliharaan taman di lingkungan kota;   :

f.pelaksanaan ketatausahaan UPT (administrasi kepegawaian,
organisasi dan ketatalaksanaan rumah -tangga UPT serta urusan
umum lainnya);••''.*

g.pemhinaan terhadap Staf di lingkungan UPT; dan
h. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN QRGANISASI

Pasal6

fti
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Bagian Kesatu

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,

membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi ,dan

mengendalikan kegiatan operasional UPT Kebersihan dan
Pertamanan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

isBagian Kedua i-,

SUB BAGIAN TATA USAHA

, "Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian
tugas ketatausahaan UPT Kebersihan dan Pertamanan.!

(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
UPT.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang
perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi

dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat,

kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga
UPT serta urusan umum.

Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan;f

b.pembinaan organisasi dan tatalaksana;
c.penyelenggaraan administrasi kepegawaian;• ^*••

d.penyelenggaraan administrasi keuangan;;
e.penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga

UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan,

humas dan protokoler serta perjalanaan dinas; dan

f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
.  KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasalll
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis tertentu di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilannya.



•••'•.Pasall2   \r_

(1)Kelompok Jabatan FungsionaT sebagaimana dimaksud- dalam

Pasal 11 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam
jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan
keterampilan tertentu.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditunjuk koordinator jabatan fungsional yaitu pejabat
fungsional  senior  yang  berkedudukan  di  bawah  dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(3)Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan
dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui
analisis jabatan.

BABV
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

%Pasall3  • i-'
u        •     'f•••••.-.•

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Pejabat
fungsional wajib melaksanakan koprdinasi,  integrasi  dan
siiikronisasi  baik di  lingkungan internal masing-masing

maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.

(2)Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan
bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk
memperlancar pelaksanaan tugas.

(3)Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha wajib melaksanakan
fungsi  Pengawasan  internal  terhadap  bawahannya  dan
mengambil  langkah-langkah  yang   diperlukan   untuk
penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

(1)Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya
secara periodik maupun sewaktu-waktu dan^ tepat  waktu

kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebersihan dan
Kepala Bidang Pertamanan sesuai dengan tugasnya.

(2)Kepala UPT wajib melaporkan akuntabilitas kinerja instansi
kepada Kepala Dinas baik secara periodik maupun sewaktu-
waktu dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan
dan pedoman yang berlaku.;,

(3)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib
mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai
ketentuan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

secara periodik ataupun sewaktu-waktu dan tepat  waktu
kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



(4)Pimpinan di lingkungan UPT wajib memperhatikan dan
mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan

menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan

pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi
bawahan.

BAB VI
••fPEMBIAYAAN V

' • ;   ii     ' ;Pasall5   V

(1)Pelaksanaan  Program berdasarkan  tugas   Desentralisasi

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Singkawang.:[

(2)Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan menjadi

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

BAB VII
KEPEGAWAIAN -

Pasal 16

(l)Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat oleh
Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas
usul Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatan sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional harus
memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan
jenis   pendidikan, pengalamanan, pendidikan latihan yang
diikuti bakat kerja, minat kerja, tempramen dan syarat fisik.

(3)Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional

ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan oleh
satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang Organisasi.

(4)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai,
masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan

Struktural maksimal 5 (lima) tahun.

(5)Fdrmasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT disusun berdasarkan
analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis
pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang
tersedia.

(6)Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap tahun

ditetapkan oleh Walikota.

(7)Uraian Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang
disusun berdasarkan Analisis Jabatan.



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai beriaku, Peraturan

Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Kebersihan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota
Singkawang Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

(1)Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang
baik  dalam kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  serta

memfasilitasi  penataan organisasi  perangkat  daerah yang

dilaksanakan  oleh satuan kerja yang  bertanggungjawab

dibidang organisasi.^

(2)Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap setahun sekali di bawah

koordinasi  Kepala Dinas  yang secara teknis  operasional

dilaksanakan oleh Unit kerja yang bertanggungjawab dibidang

evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3)Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Tata

Usaha dan Jabatan Struktural wajib menyampaikan laporan

hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan

ketentuan yang berlaku.

(4)Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, Unit Kerja

yang bertanggungjawab di bidang organisasi, berkewajiban

melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan

melalui observasi (activity sampling) secara periodik.

BAB X\
KETENTUAN PENUTUP    !

Pasal 19

(1)Kepala UPT merupakan jabatan struktural eseloh IV. a.

(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural
eselon IV. b.?

•IBAB IXv

KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 16

BAB VIII
ESELONERING

Pasal 15
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NIP. 19681016 199803 1 004

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

Pasal20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 2 Maret 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR
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Pembina
NIP.19681016 199803 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

TATA US AHA
SUB BAGIAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA UPT

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN KOTA SINGKAWANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 4TAHUN2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN
KOTA SINGKAWANG




